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WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Kota Termate Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3824) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4338);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menctapkan

-

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 });
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2018
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun
2018 Nomor ) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2019 (Lembaran
Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor )

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor |5

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019.
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Pasal 1

Laporan realisasi anggaran pelaksanaan Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

a. PENDAPATAN
1 Pendapatan Asli Daerah ......cccccceveererirvannnnes Rp
g Dana Perimbangan ..........coccveeeuueeeeennnseneennns Rp
Lain-lain pendapatan yang sah ........ccc..ccc... Rp
TOTAL PENDAPATAN .......coeevererennrenennannns Rp
b. BELANJA
Belanja Tidak Langsung
a) Belanja Pegawai ........ccooeeeeemnniceneeaae. Rp
b) Belanja Bunga........cccoceievnnvecinnennnnn. Rp
c}) Belanja Subsidi ........ccocoriniiiirianinnen. Rp
d) Belanja Hibah ......cccooovveiiiieennnnnnnnenn. Rp
€) Belanja Bantuan Sosial .................. R
P
f) Belanja Bagi Hasil .......cccuuuuueeennneeee. Rp
g) Belanja Bantuan Keuangan ............. Rp
h) Belanja Tidak Terduga. ................... Rp
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp
2. Belanja Langsung
a) Belanja Pegawai ......c.ccevmmvveennnnennnnen. Rp
b) Belanja Barang dan Jasa ................ Rp
c) Belanja Modal .......ccccoinvveiriicinnnans Rp
JUMLAH BELANJA LANGSUNG Rp
TOTAL BELANUA ......ccceuiiniiniincnncannrenenininnns Rp
Surplus/ (Defisit)......ceerrrrnireneeneniiininninieiinns Rp
c. PEMBIAYAAN
Penerimaan.......ccciveeireiennses T SRR Rp
Pengeluaran .....coovvveeeiicnsiinienennsineecisnnieenen Rp
Pembiayaan Netto .........coevvemmuiicrenininnannannn. Rp

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran
Tahun Berkenaan Silpa/(Sikpa).........ceeevenes Rp

Pasal 2

105.903.491.250,12
797.014.845.832,00
77.807.500.979,00

980.725.838.061,12

373.460.882.903,00

19.829.980.000,00
11.883.758.020,00

744.924.504,00
4.949.851.000,00

410.869.396.427,00

102.399.890.349,00
233.200.760.898,13
227.983.098.820,75

563.583.750.067,88
974.453.146.494,88

6.272.691.566,24

(6.079.206.116,08)
5.000.000.000,00

(11.079.206.116,08)

(4.806.514.549,84)

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
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Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota Ternate ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 5 Oktober 2020

WALIKOTA TERNATE,

o BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 427




